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BUPATI BATANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 
NOMOR 10 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BATANG, 

 
Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya untuk 
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional 
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang 
berkeadilan; 

  b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan 
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, 
lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya 
saing Daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang menghasilkan 
sasaran pokok dan arah kebijakan Daerah; 

  c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian 
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 
maka diperlukan pengaturan tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 
 

dan 
 

BUPATI BATANG 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2. Bupati adalah Bupati Batang. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang 
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan 
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 
2025 hingga tahun 2045.  
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6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang 
selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung 
sejak tahun 2025 hingga tahun 2045. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, 
dan program Bupati. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. 

 
 

BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

 
Pasal 2 

(1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan 
sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua 
puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional, 
RPJP Provinsi Jawa Tengah, dan rencana tata ruang wilayah. 

(2) Rincian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
Pasal 3 

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika: 
a. BAB I PENDAHULUAN; 
b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 
c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS; 
d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH; 
e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; dan 
f. BAB VI PENUTUP. 

 
Pasal 4 

(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman 
penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD. 
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman 

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 5 

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJP 
Daerah. 

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 
Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri : E, Nomor 7), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.  
 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. 
 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 29 Agustus 2024 
 
Pj. BUPATI BATANG, 

 
ttd 

 

LANI DWI REJEKI 
 
Diundangkan di Batang 
pada tanggal 29 Agustus 2024 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 
 

ttd 
 

ARI YUDIANTO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 10 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI 
JAWA TENGAH: (10-271/2024) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19710331 199003 1 001



5  

 PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 

NOMOR 10 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 
 
I. UMUM 

 Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan demi 
terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, Indonesia secara terus menerus melakukan 
pembangunan di segala aspek, baik sektor ekonomi, sosial budaya, 
lingkungan, politik, maupun pertahanan keamanannya. 
 Dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana 
tertuang dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, Indonesia bertekad 
untuk terus melakukan pembangunan hingga mencapai sasaran masuk 
dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada Tahun 
2045, dengan gambaran berupa: pendapatan per kapita sekitar US$ 
23.000-30.300, peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 
28.0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15.0 persen, meningkatkan 
jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen, kemiskinan 

menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, serta sasaran prioritas 
nasional lainnya. 
 Untuk mencapai sasaran di Tahun 2045 sebagaimana dimaksud, 
diperlukan kontribusi pembangunan tingkat lokal dan nasional secara 
maksimal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, 
dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan 
masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya 
saing, dan kreativitas daerah. 
 Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-
2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan 
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 
nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun. 
 Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan 
tujuan Pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan 
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.  

 RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, 
khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan 
sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk 
menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
Cukup jelas. 
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Pasal 3  
Cukup jelas. 
  

Pasal 4 
Cukup jelas. 

  
Pasal 5 

Cukup jelas. 
  

Pasal 6 
Cukup jelas. 
  

Pasal 7 
Cukup jelas. 

  
  

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 10 

 


